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Abstrak

Tujuan penelitian yang digunakan ini ialah memberikan suatu gambaran tentang permasalahan pada kasus analisis
kepailitan perusahaan dalam putusan pengadilan negeri oleh makamah agung yang menjadikannya sebagai obyek
tanggung jawab dari kewajibannya kepada pekerja. Penelitian yang akan digunakan dalam metode ini yakni
sebagai penelitian peraturan normatif yang metode pendekatannya menggunakan kasus yang dianalisis secara data
menggunakan kumpulan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama yang berhubungan dengan tanggung jawab
kewajibannya kepada pekerja-pekerjanya atas sebelum pertimbangan hukum dalam amar yang diputuskan sah
oleh pengadilan dari hasil putusan penyelesaian permasalahan tersebut. Focus pada pembahasan yang berpegang
teguh melalui gugatan permohonan tersebut, pekerja pihak yang dalam memperoleh kembali hak-haknya sebagai
penerima atas kekurangan pemenuhan dari kewajiban yang diberikan perusahaan. Hal ini secara hukum
perlindungannya yang di muat dalam penyelesaian atas putusan dari permasalahan tersebut, pada penegasan yang
di pertegaskan dalam menjalankan penerapannya tetap memberikan keadilan untuk dapat memperbaiki setiap

akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah dituntutkan pihak pekerjanya kepada perusahaan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pekerja, Kepailitan perusahaan

Abstract

The purpose of the research used is to provide an overview of the problems in the case of company bankruptcy
analysis in a district court decision by the Supreme Court which makes it an object of responsibility for its
obligations to workers. The research that will be used in this method is normative regulatory research whose
approach method uses cases that are analyzed in data using a collection of legal materials as the main source
relating to the responsibility of its obligations to its workers prior to legal considerations in a decision that is
legally decided by court from the results of the decision to resolve the problem. Focus on the discussion that sticks
through the lawsuit, the party workers who are in reclaiming their rights as beneficiaries of the lack of fulfillment
of the obligations given by the company. This is legally the protection that is included in the settlement of the
decision of the problem, in the affirmation that is emphasized in carrying out its application it continues to provide
Justice to be able to correct every consequence of the violations that have been claimed by the workers to the

company.

Keywords: Legal protection, workers, company bankruptcy

Pendahuluan

Penelitian tentang bagi pekerja yang dalam kepentingan atas terjadinya kepailitan yang
merupakan penyitaan umum semua aset debitur pailit yang pengelolaan dan likuidasinya di
bawah pengawasan hakim. Hal ini menjadikan peran kurator sangat penting untuk lebih
berhati-hati dalam prosesnya. Berbeda proses sistematis dalam hukum kepailitan lebih

mendukung dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU sebagai



pemberian kesempatan melunasi utang. Menurut pandangan Hadi Shuban, kepailitan adalah
putusan pengadilan yang mengakibatkan penyitaan umum terhadap semua harta kekayaan yang
debitur pailit[1]. Hal ini menjadikan sesuatu pengambilan kembali terhadap hilangnya hak
pekerja.[2] Secara sepihak dengan pengabaian hak dan tidak bertanggung jawab kepada
pekerja. Pelanggaran tersebut dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah disepakati
sebelumnya. Terkait dengan itu, pekerja memiliki posisi yang sama dalam perlindungan

dinegara.

Peran pekerja sebagai kreditor secara khusus harus didahulukan dalam proses kepailitan
yang secara jelas dinyatakan dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 37 tahun 2004
tentang kepailitan dan PKPU yang menjadikan perlindungan pekerja tersebut melalui
pernyataan pailit adalah utang dalam suatu bentuk harta pailit adalah upah, penjelasan yang
dimaksud mencakup tunjangan bagi pekerja dan keluarganya[3]. Berdasarkan pasal 1 ayat 3
dan 30, serta pasal 62 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Peraturan
Ketenagakerjaan, telah memberikan kedudukan khusus berupa keistimewaan bagi pekerja
untuk lebih diutamakan. Tidak hanya itu, pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata yang berarti bahwa
hak-hak khusus diberikan kepada kreditor karena hak itu seseorang yang berpendapat dapat

meningkatkan kedudukannya di atas kreditor lainnya[4].

Pada kenyataannya perusahaan yang sedang diproses kepailitannya, selain terikat pada
objek pertanggungjawabannya dalam suatu kesepakatan yang telah disepakati bersama tetap
saja masih banyak lainnya terjadi pelanggaran terkait permasalahan tersebut[5]. Sebelumnya
dalam putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023 yang sedang dituntutkan pekerja sebesar
keseluruhannya mencapai Rp. 1.532.798.928 (satu miliyar lima ratus tiga puluh dua tujuh ratus
Sembilan puluh depalan ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dari tahun 2020-2022
yang dulu telah menyalurkan tenaga dan pikirannya, secara pertimbangan untuk membangun
kembali perusahaan [6]. Hal ini, dimaksudkan atas pengajuan keberatan denagan penyelesaian
yang melalui proses eksekusi dalam pengadilan hubungan industrial terhadap berjalannya
gugat permohonan PKPU yang diajukan pekerja, Sebab tersebut, pada pengajuannya ditolak
atas upaya lawan balik atas eksekusi putusan perkara nomor: 7/Eks/2023/PHI.Sby Jo
1508/Bip/2023/PHI.Sby pada tanggal 27 Februari 2023 berikut telah dibatalkan dan tercantum
diperkara Nomor: 277/Pdt.Bth/2023/PN.Sby pada tanggal 9 Maret 2023 dengan petitum oleh
kepaniteraan pengadilan Surabaya. Sehubungan itu untuk norma hukumnya yang telah diatur
mengenai pertimbangan tersebut, secara tidak langsung juga berdampak negatif bagi

perusahaan tetapi juga terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap khusus hak



kreditor selama terikat hubungan kerja ataupun tidak terikat kepailitan, sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan

PKPU yaitu suatu utang dalam bentuk perjanjian dan dapat ditagih melalui pengadilan[7].

Selain itu permohonan perihal eksekusi atas obyek petanggung jawaban kewajibannya
telah dilakukan sekurangnya dua teguran melalui tahap yang sama belum dibayarkannya
tersebut.[8] Hal ini menjadikan putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023 timbul dalam perjanjian
diputusan sebelum dan sesudahnya, secara pembuktian permohonan tidak dapat dilakukan
dengan sederhana yang menyebabkan adanya jumlah utang yang belum pasti dapat di tentukan
tanpa pemeriksaaan lanjut proses perdata dipengadilan[9]. Meskipun posisi banyak pekerja
yang masih sepenuhnya belum terjamin karena perusahaan pailit, sebab sebagai pihak yang
menerima dengan kekuasaan sedirinya atas tindakan yang telah secara sepihak memberikan
kesewenangan dalam pelaksanannya dan permohonan gugatannya dilawan balik oleh pihak
perusahaan[10]. Hal ini memperbanyaknya rangkaian yang membutuhkan jangka waktu untuk
melakukan proses lebih lanjut sesuai pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU dalam pengadilan terhadap rencana pengajuan damai yang
pembayarannya meliputi seluruh sebagian utang pekerja, maka proses pengajuan dibedakan
antara sementara dan tetap[11]. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan 295 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu terhadap telah diperolehnya dalam
putusan untuk dapat diajukan kembali, kecuali ditentukannya lain[12]. Berdasarkan pasal 225
ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pengadilan akan
mengabulkan[13].

Sehubungan analisis diteliti melalui pengadilan untuk memberikan kepastian hukum
yang adil dalam putusan oleh Mahkamah Agung No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023 atas pemenuhan
kewajiban kekurangan upah yang belum terselesaikan sampai dengan jatuh tempo dalam
penagihannya, baik atas permintaan mereka sendiri maupun permohonan lebih dari satu
kreditornya. Berdasarkan permohonan tersebut, Selain dalam penyelesaiannya melalui proses
eksekusi dimaksudkan untuk mengikuti putusan pengadilan terhadap kepailitan pada suatu
perusahaan. Hal ini uraiankan dari atas tentang sebelum maupun sesudah pratik pelaksanaan
eksekusi dalam putusan pengadilan oleh karena itu akan disampaikannya bagaimana bentuk
perlindungan hukum bagi pekerja dalam putusan pengadilan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023? dan
bagaimana upaya hukum bagi pekerja dalam putusan pengadilan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023?

Metode Penelitian



Penelitian yang akan digunakan dalam metode ini adalah peraturan normatif yang
menggunakan pedekatan analisis kasus dalam putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023 [14]. Data
penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sebagai kumpulan dokumen, kamus, buku ajar
dan jurnal hukum lainnya. Sumber hukum utamanya termasuk peraturan tentang kepailitan
bagi pekerja dengan perusahaan dalam putusan dan perbandingan undang-undang lainnya
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang tetap. Setelah bahan hukum primer
dan sekunder dikumpulkan, akan dilakukan pengolahan dan dikaji secara khusus juga disertai
dengan landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian guna mencapai hasil akhir.

Hasil Dan Pembahasan
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023

Berdasarkan penafsirannya sendiri pelekatan perlindungan hukum tidak akan Jauh dari
kata adil, perlindungan hukum ini merupakan suatu bentuk keadilan.[15] Hal ini sama dengan
pandangan dari aristoles yang mana membaginya keadilan menjadi distributive dan komutatif.
Diftributif dimaknakan suatu keadilan yang dimiliki oleh semua orang dengan mendapatkan
haknya secara proposional, sama halnya komutatif dimaknakan suatu pemberian hak terhadap
yang berhak. Menurut pandangan Philipus ini menjadikan jalan terhadap kondisi pertumbuhan
masyarakat yang sejalan berupa tindakan hukum untuk melindungi atau membantu subjek
hukum[16]. Hal ini dimaksudkan sebagai penyampaian suatu keadilan undang-undang yang
sah saat itu dan dianggap benar demi hukum, sehingga utama kesamping dikepastian
hukumnya [17].

Pemberian hukum yang diterima oleh pekerja diberbagai ketentuan-ketentuannya
seperti perpu Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah jo
penggantian Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang dan
Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Peraturan Ketenagakerjaan yang Upah dan hak-
hak pekerja lainnya adalah piutang yang diutamakan dalam pembayaran[18]. Hal ini
dimaksudkan agar upah pekerja sesuai atas pemenuhan dan lebih didahulukan pembayarannya
sebelum kepada semua kreditor kecuali kepada kreditor pemegang hak atas jaminan
kebendaannya[19].

Selanjutnya dalam pasal 1149 KUHPerdata juga disebutkan tentang piutang yang
diistimewakan berikut antaranya a) biaya perkara, b) biaya penguburan, c¢) biaya pengobatan
dan pengobatan sakit terakhir dan d) upah pekerja yang tertunda atau masih belum dibayarkan

dan jatuh tempo. [20] Hal ini menjadikan keistimewaan khusus dan umumnya terdiri dari



semua benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Ketentuan peraturan pasal 1131
juga menyebutkan tentang bentuk semua harta yang dimiliki debitur, baik yang sudah ada
maupun yang baru di masa yang akan datang, harus ditanggung oleh perikatan perseorangan
orang tersebut, mengacu pada suatu perbuatan yang telah dilakukan dalam suatu perikatan yang
mempunyai akibat buruk terhadap hartanya sebagai suatu sarana dijaminkannya oleh dalam

suatu perikatan[21].

Perlu diketahui terjadinya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang persyaratan memiliki dua kreditor atau lebih dapat
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permintaan mereka
sendiri maupun permohonan lebih dari satu kreditornya[22]. Proses tersebut diminta dengan
mengajukan permohonan, baik dari debitur maupun kreditur. Pemberitahuan pernyataan
putusan kepailitan yang disebutkan, berupa obyek upah termasuk utang sebelum dan sesudah
atas pernyataan kepailitan dikatakan sebagai piutang harta pailit. Hal ini menjadikan prnsip
dalam putusan sebagaimana pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang
kepailitan dan PKPU yang isi tunjangan lain dari perjanjian sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Selain itu dalam kedudukan kreditor sebagai separatis dan preferen tercantum dalam
pasal 55 ayat 1 tentang tetap berada dalam ruang lingkup ketentuan yang ada[23]. Berdasarkan
pasal 56, 57 dan 58 juga kreditor sebagai pemegang hak gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek
atau hak kebendaan lainnya dan terjadi ketidakadilan kepailitan atas pembebanan terhadap hak-
haknya[24]. Berdasarkan pasal 59 ayat 1 juga menyatakan isi ketentuan yang sama dalam tetap
memperhatikan kreditor sebagai pemegang haknya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55
wajib memenuhi kewajiban tersebut dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah
kembali dari keadaan kepailitan tercantum juga dalam pasal 178 sedangkan dalam pasal 59
ayat 2 yaitu apabila setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud. Berdasarkan pasal 185
maka kurator perlu membantu menuntut benda-benda sebagai jaminan yang kemudian dijual
sesuai dengan ketentuan[25]. Keduanya jaminan terhadap kreditor separatis dengan kondisi
yang terjadi pailit, oleh karena itu dapat dilakukan penuntutan objek sebagai jaminan
berdasarkan kesepakatan oleh debitur. Berbagai ketentuan tersebut mengatur hak-hak pekerja
dalam hal terjadi kepailitan perusahaan[26].

Berdasarkan Akibat tersebut menjadikan pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa upah dan tunjangan bagi pekerja dan keluarga



merupakan kewajiban bagi debitor untuk memenuhi dan memprioritaskan pembayarannya
melalui proses pemeriksaan pengadilan oleh karena itu dalam putusan tagihan dari pekerja
memiliki kedudukan khusus, yaitu utang atas harta pailit yang sama melalui biaya kepailitan
dengan tidak menanyakan kembali kedudukan pekerja sebagai kreditor atas preferensi[27].

Sehubungan dalam putusan yang berdasarkan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh
Debitur yang memiliki penundaan[28]. Debitur jika tidak dapat membayar atau telah jatuh pada
waktu yang ditentukan sehingga dapat ditindaklanjuti penagihan melalui pengajuan
permohonan PKPU dengan mengajukan alasan perdamaian kepada kreditor dan pasal 222 ayat
2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang disebutkan bahwa "debitur yang sudah dalam keadaan tidak hadir tidak
dapat melanjutkan pembayaran seluruh utangnya yang telah jatuh tempo, dimaksudkan agar
ada kesempatan bagi debitur untuk dapat memperbaiki permasalahan terkait ketidakmampuan
membayar utang yang ditagih dan sama seperti ayat 1 dapat mengajukan permohonan PKPU
kepada kreditur[29]. Hal ini dalam pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana pertimbangan pengajuan damai dari debitor untuk
dapat melunasi sisa utangnya. [30]Penyelesaian ini seringkali diselesaikan secara singkat dan
sederhana, adanya pasal 229 ayat 4 tentang Kepailitan dan PKPU yang dalam permohonan
pertama melalui tanggapannya wajib dilakukan sidang pertama setelah melewati proses tidak

ada lagi jawaban termohon dan bukti lawan dari pemeriksaan pernyataan pailit.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan dengan peraturan yang mengatur tentang
hak-hak bagi perkerja, pemegang, dan jaminan. Selain berupa pasal-pasal konsistensi dalam
putusan hak bagi pekerja dalam kondisi pailit ini, memperbanyaknya keingin dilakukannya
untuk mendapatkan kembali haknya oleh karena itu wajib melunasi utang atas kekurangan
pemenuhan upah sebelumnya kepada pekerja dan harus dipatuhi oleh perusahaan serta telah di
jelaskan ulang dalam perundang-undangan diatas.

Upaya Hukum Bagi Pekerja Dalam Putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023

Upaya hukum bagi pekerja dalam putusan tentang hak-hak khusus sesuai dengan
kewajibannya secara gambaran masuk kesewenangan yang ambil ahli tindakan tanpa
memperlihatkan dokumen tersebut[31]. Selain itu dapat dikualifikasikan sebagai utang yang
tertunda dalam pembayarannya atau belum dibayar dan dapat diajukan atas permohonan

penundaan kewajiban pembayaran utang. [32]Hal ini harus ada unsur utang yang tidak dibayar



lunas dari perjanjian telah disepakati sebagai pengajuannya. Penegas dengan jatuh tempo
waktu pembayarannya dan dapat ditagih. Jatuh tempo yaitu suatu atas jangka waktu yan telah
disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjiannya, tetapi terjadi atas suatu kejadian
tertentu. Tagih apabila utang tersebut memang menurut hukumnya dibenarkan jumlah nilai dari

permeriksaan atas akibat suatu dalam perikatan.

Tindakan damai terhadap putusan hukum berperan strategis dalam menyelesaikannya.
Jenis yang terbagi karena sebab hak, kepentingan dalam pemutusan hubungan kerja atau (PHK)
[33]. Selain berkaitan dengan tindakan yang tidak memiliki kesesuaian yang telah dilakukan
secara sepihak oleh perusahaan kepada pekerjanya. [34]Hal ini diputuskan tetap melakukan
eksekusi atas objek Jamian dari perusahaan dengan pernyataan yang telah dianggap memiliki

kekuatan hukum tetap yang terhadap pasal 15 ayat 2 tentang jaminan fidusia.

Selanjutnya melalui eksekusi pertimbangan dari putusan untuk lebih memperjelas hasil
akhir putusan di pengadilan[35]. Hal ini dimaksudkan putusan dalam perintahnya untuk
memerintah dipulihkan. Berdasarkan pasal 225 ayat 1 yaitu syarat administrasi terpenuhi dan
pengadilan mengabulkan tetapi bersifat sementara setelah putusan berlaku lamanya 45 hari lalu
dilanjutkan secara tetap. Salah satu hal yang dimanfaatkan pekerja adalah permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang, adanya kasasi[36]. [37]Suatu pemenuhan
persyaratan aplikasi yang diajukan. Sehubungan dengan itu berdasarkan pasal 8 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang mengatur bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi secara penafsiran hubungan
dengan pejabat yang berwenang di Pengadilan Niaga hanya untuk memeriksa perkara yang
terjadi atas permohonan pernyataan kepailitannya. Selain itu tercantum dalam hukum perdata
pasal 1865 dan 163, keduanya dimaksudkan sebagai pembuktian secara jelas dan memenuhi
persyaratan PKPU seperti utang telah jatuh tempo dalam penagihannya, lebih dari 1
kreditur[38].

Berdasarkan pasal 224 ayat 1 yaitu permohonan, dan pasal 224 ayat 3 yaitu beracara
dalam sidang sebagaimana dimaksud. Pada tahap dalam kasus di atas sedangkan tetap
berlangsung proses penyelesaian yang tercantum dalam pasal 224 ayat 2 dimaksudkan untuk

pemberikan waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU, sedangkan proses penyelesaian akan



dilanjutkan jika diperlukan segera setelah putusan permohonan PKPU sementara karena
diucapkan 45 hari dan dihadiri oleh debitur dan kreditur[39].

Menanggapi tersebut menjadikan proses ada sebagaimana syarat-syarat untuk
pengajuannya. Karena itu, telah ada penetapan sebagai alternatif pertama bagi pekerja dan lebih
lanjut penetapan ini tidak dapat ditentang atau ditolak oleh perusahaan[40]. Selain itu juga
terdapat dua sisi yang berbeda, yaitu kelebihan dan kelemahan. Sisi keuntungannya adalah
telah memenuhi syarat sebagai bukti sederhana penerapannya dan sisi kelemahannya adalah
perusahaan dapat ditutup atau dibubarkan dan secara keseluruhan juga tidak dapat tercukup

melalui hasil pembagian harta pailit saja.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan peraturan yang mengatur tentang penyelesaiannya
yang dilakukan oleh hakim sebagai pengawas dan Prakasa atas pengadilan, sehingga dalam
kondisi tersebut tetap menjamin kepastian dan keadilan yang telah dijelaskan ulang dalam
peraturan perundang-undangan diatas.

Kesimpulan

Pelaksanaan terhadap proses eksekusi yang konsistensi dalam undang-undang 37 tahun
2004 tentang kepailitan dan PKPU dan ketentuan serta pasal pendukung lainnya dengan tegas
menegaskan uraian diatas berdasarkan putusan No. 34/Pdt.Sus-PKPU/2023, perlindungan
hukum tidak akan Jauh dari kata adil yang bentuk keadilan bagi pekerja dalam memperoleh
kesejahteraan sebagai penerima jamian fidusa yang secara khusus memiliki hak dilakukannya
pelaksanaan eksekusi kekuasan sendiri tanpa memerlukan kesepakatan ulang kepada debitur
selaku pihak perusahaan. kewajiban melunasi utang atas kekurangan pemenuhan upah
sebelumnya baik penyerahan dari obyek debitur dalam dijalankan pengawasan selanjutnya oleh
curator. Sesudah dibacakannya banyak terapan dalam penerapannya memberikan
keseimbangan jenis-jenis seperti ekonomi, konteks sosial, dan teknis. Sehubungan upaya
hukum yang terjadi sistem penyelesaian yang persyaratan dan proses menjadikan keuntungan
sebagai bukti sederhana dari aplikasi terpenuhi. Sehingga penyelesaiannya yang dilakukan
oleh hakim sebagai pengawas dan Prakasa atas pengadilan dalam kondisi tersebut tetap

menjamin kepastian dan keadilan bagi pekerja.
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